KOMPAS

| Jan | Feb | Mar | Apr [ Mei |@) Jul | Agust | Sept | Okt | Nov [ Des |

| 2015 |

o
[172[3[a[s]6]7 89101112 13 141516 {17 318 [29 [ 20 [ 21 [22 [ 23 [24 [25 2627 [28]29 3073 |

ASPIRASI DAPIL

DPR Dinilai Terlalu
Terburu-buru

JAKARTA, KOMPAS — De-
wan Perwakilan Rakyat dinilai
terlalu terburu-buru ingin meng-
implementasikan  hak untuk
mengusulkan program pemba-
ngunan di daerah pemilihan. Pa-
dahal, masih ada sejumlah meka-
nisme teknis yang sebenarnya
belum matang dibahas dan di-
rumuskan.

Wakil Ketua Fraksi Partai De-

mokrasi Indonesia Perjuangan’

(PDI-P) Arif Wibowo, Selasa
(16/6), di Jakarta, mengatakan,
DPR terlalu memaksakan diri
ingin memasukkan program-
program pembangunan ke Ran-
cangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (RAPBN)
2016.

"Padahal, tidak mudah me-
rumuskan implementasi hak ter-
sebut, jadi tidak mesti (diang-
garkan) pada 2016. Masalahnya,
kita saja belum tuntas membi-
carakan mekanisme kontrolnya
agar program ini tidak diman-
faatkan untuk korupsi, tetapi su-
dah diputuskan,” kata Arif yang
juga anggota Tim Mekanisme Pe-
nyampaian Hak Mengusulkan
Program Pembangunan Dapil.

Ia mengatakan, tim tersebut
telah mengadakan rapat empat
sampai lima kali sejak masa si-
dang ketiga, Maret-April lalu, un-
tuk merumuskan mekanisme
teknis penerapan pengusulan
program pembangunan. Draf
peraturan yang dirancang sudah
diserahkan kepada Badan Legis-
lasi (Baleg) DPR untuk diharmo-
nisasi. Baleg sudah mulai bekerja
membahas rancangan peraturan
itu sejak Kamis (11/6).

Namun, menurut Arif, sebe-
-narnya belum semua poin diba-
has matang dan rinci. “Selain
mekanisme pengawasan, juga
terkait dengan mempersepsikan
apa yang disebut pembangunan
proporsional dan adil. Hampir
semuanya tidak dibahas dengan
matang. Saya kira ada satu ske-
nario tersembunyi,” kata Arif.

Sub Bagian Humas

Terkait pembangunan yang
adil, ia menjelaskan, program
pembangunan dapil yang diusul-
kan anggota DPR berpotensi
memperbesar ketimpangan
pembangunan antardaerah. Se-
bagai contoh, ada 87 anggota
DPR periode 2014-2019 di Jawa
Timur, sementara hanya ada 10
anggota DPR di Papua.

“"Kalau DPR ingin hasilnya
adil, jangan tetapkan pagu Rp 20
miliar setiap daerah. Seharusnya
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Tidak mudah
merumuskan
implementasi hak
tersebut, jadi tidak
mesti (dianggarkan)
pada 2016.

Arif Wibowo

dihitung dulu, ada,formulanya.
Kapasitas per kabupaten/kota
dalam daerah pemilihan itu ber-
beda-beda. Kesenjangan antar-
wilayah harus diukur,” katanya.

Bahas formula

Wakil Ketua Tim Mekanisme
Penyampaian Hak Mengusulkan
Program Pembangunan Dapil
Hendrawan Supratikno berenca-
na mengusulkan formula untuk
merumuskan pagu anggaran
program per daerah. Hal tersebut
diharapkan bisa mengatasi ma-
salah kesenjangan pembangunan
antardaerah.

“Jadi, akan ada Indeks Net-
ralisasi Kesenjangan (INK). An-
tara dapil di Jawa dan Papua
tidak akan ditetapkan pagu ang-
garan yang sama, fetapi akan
disesuaikan untuk mengakomo-
dasi kebutuhan setiap dapil,” kata
politisi PDI-P itu.

Hendrawan mengatakan, pagu
anggaran ke depan tidak bisa |
ditetapkan sama rata seperti ren-
cana sementara ini, yakni Rp 20 -
miliar. "Nanti dibuat seperti for-
mula dana alokasi khusus dan

.dana alokasi umum. Hal ini akan

dibicarakan lagi di Badan Le-
gislasi saat pembahasan draf per-
aturan,” ujar Hendrawan,

Wakil Ketua DPR Taufik Kur-
niawan mengatakan, Rabu ini,
tim mekanisme berencana berte-
mu Badan Pemeriksa Keuangan
dan Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi. Kedua lembaga itu diha-
rapkan bisa membantu meng-
awasi penerapan usulan program
pembangunan dari anggota,

“Semua usulan program nanti
harus ditembuskan ke KPK dan
BPK, jadi jangan anggap DPR
garong dengan mengusulkan
program pembangunan,” kata
Ketua Tim Mekanisme Penyam-
paian Hak Mengusulkan Prog-
ram Pembangunan Dapil itu. |
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